PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR i TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menetapkan

Mengingat

KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun
2005-2025, program pembangunan daerah dalam
jangka menengah diuraikan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016-2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1[I dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2014 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Menetapkan

10.

(59

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 ‘I'nhun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan E;upati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.



. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa

yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa

yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumbawa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa yang sclanjulnya

discbut RTRW adalah arnhan kebijakan dan strategi pemanfaatan runng
wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang
merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan RPJMD tahap ketiga dari
pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman
pelaksanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
rencana strategis dan RKPD.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABIII : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

BAB IV  : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V  : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN



Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan
pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi
antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW, dan kesesuaian antara
capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang
telah ditetapkan, Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
RPJMD.

(2) Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

(1) Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan
Daerah ini harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

() Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, semua ketentuan vang
hertentangan dan/atau  tidak sesuai  harus disesuaikan  dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Agustusz 2016

[/ BUP %W&b
\ (D-M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERFﬁZA/BUPATEN SUMBAWA,

" RASYIDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2016
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2021

UMUM

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ,
merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN). Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)
merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah
disusunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa,
rujukan utama penyusunan RPJM Daerah ini adalah dokumen visi, misi
dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih yaitu
dokumen yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD
Sumbawa pada tanggal 23 Juni 2016, dengan berpedoman kepada
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kahupaten Sumbawa
2005-2025 untuk tahap lima tahunan ke-tiga yaitu periode tahun 2016-
2021.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.




Pasal 8
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR
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